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PERA TURAN DAERAH KABUP A TEN TASIKMALA YA 

NOMOR : 11 T AHUN 2006 

TENTANG 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
PEMERINT AH KABUP ATEN TASIKMALA YA 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATITAS~LAYA 

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu 
menyesuaikan dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di 
atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ), yang 
telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548 ); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4194) ; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4262) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan 
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang 
Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ; 

13. Keputusan Bersama Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 0l/SKBIM.PAN/4/2003 dan 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Dengan persetujuan bersama 

DEW AN PER W AKILAN RAKY AT DAERAH 
KABUP ATEN TASIKMALA YA 

DAN 

BUPATITAS~AYA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
TASIKMALAYA 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

T ASIKMALA Y A TENTANG 
PEMERINT AH KABUP ATEN 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikrnalaya ; 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; 

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TasikmaJaya sebagai 
Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan 
ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah ; 

6. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah 
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Keiompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan 
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Satuan Poiisi Pamong Praja ; 
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8. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah 
Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur ; 

9. Badan adalah sekumpulan orang danlatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk 
badan lainnya. 

10. Tindakan RefresifNon Yustisial adalah tindakan hukum yang tidak mengarah pada tindak pidana. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasa12 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas 

Pasal3 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, 
ketertiban umurn dan menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja 
menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perneliharaan ketentraman, ketertiban urn urn , penegakan 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 

c. Pelaksanaan pemberian penerangan, pembinaan dan pelayanan umum di bidang ketentrarnan dan 
ketertiban umum ; 

d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan rnentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati 
dan Keputusan Bupati. 

e. Pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ; 

f Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban umum serta 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ; 

Bagian Keempat 
Susunan Organisasi 

Pasal5 

(1) Satuan Polisi Parnong Praja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah Tipe B 

(2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 
a. Kepala ; 
b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. Seksi Penerangan dan Pembinaan ; 
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d. Seksi Pengawasan dan Operasi ; 
e. Seksi Penyidikan dan Penindakan ; 
f. Kelompok labatan Fungsional. 

(3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kelima 
Kelompok labatan Fungsional 

Pasal6 

(1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan labatan Fungsional berdasarkan bidang 
keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (I) dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk ; 

(3) lumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan 
dan beban keIja ; 

(4) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat ( 1) di atas, diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BAB III 
WEWENANG, HAK DAN KEWAIIBAN 

Bagian Pertama 
Wewenang 

Pasal7 

Polisi Pamong Praja berwenang : 

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan yang mengganggu ketentraman dan 
ketertiban umum ; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan yang melakukan pelanggaran atas 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ; 

c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan yang melakukan 
pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Hak 

Pasa18 

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan 
fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Kewajiban 

Pasal9 

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib : 

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosiallainnya 
yang bidup dan berkembang dimasyarakat ; 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan 
ketertiban umum ; 

c. Meiaporkan kepada Kepolisian Negara R I atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak 
pidana ; 
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d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga 
adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 

BABIV 
KEPEGA W AlAN 

Pasall0 

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon IILA; 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eselon IV.A; 

(3) Pengisian Jabatan Struktural di Iingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh Pejabat 
Fungsional Polisi Pamong Praja; 

(4) Pengisian labatan Struktural sebagaimana ayat (3) di atas, apabila belum dibentuk Pejabat 
Fungsional Polisi Pamong Praja dapat diisi oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil lainnya berdasarkan 
kualifikasi Satuan Polisi Pamong Praja; 

. (5) Persyaratan Pengangkatan Poiisi Pamong Praja yaitu : 

a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Berijazah minimal SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (ilia); 
e. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 em untuk laki-Iaki dan 155 em untuk perempuan; 
d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun; 
e. Sehat jasmani dan rokhani; 
f Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja. 

(6) Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

BABV 
TATAKERJA 

Pasalll 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan hukum, 
penertiban, pengamanan, pembinaan dan penerangan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan ; 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik seeara vertikal maupun horisontal ; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Iingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung 
jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan, dan bila teIjadi penyirnpangan, mengambil langkah-Iangkah yang dipedukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan ; 

(4) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan rnasing-masing serta rnenyampaikan laporan berkala tepat pada 
waktunya. 

BABVI 
KERJASAMA DAN KOORDINASI 

Pasal12 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sarna dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Lernbaga-Iembaga lain ; 

(2) KeIjasama sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling 
mernbantu dan saling menghormati dengan mengutarnakan kepentingan umurn dan mernperhatikan 
hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi. 

Pasal 13 

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinir pemeliharaan dan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Keeamatan dalam wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya. 



,. , f . 

6 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal14 

Pembiayaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya yang telah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal16 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 1m sepanJang mengenal teknis 
pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 17 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 30 September 2006 

SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALA YA 

_____ O ___ ~ __ 
~ ...... --H. ASEP ACHMAD DJAELANI 
NIP. 070 021 212 

Ditetapkan di TasikmaJaya 
pada tanggal 29 September 2006 

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN T ASIKMALA Y A 
T AHUN 2006 NOMOR 11 
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